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""BERBAGAI MASALAH HUKUM

"BALAM RANGM ?EMANFAATAN SEMBER DAYA IKAN

DE ?ANTAi DAN LA{JT !NSDNESXA
Oleh : Suherman"i‘oha, S.H.

ABSTRAK :

-Potensi. sumber daya ikan yang terkandung di dalam laﬁ_t

kawasan Indonesia mampu untuk memberikan jutaan ton ikan per.
tahun, tetapi potensi tersebur baru sebahagian kecil saja dimanfactkan.
Untuk optimalnya pemanfaatan selain diperlukan modernisasi teknik
penangkapan dan budi daya ikan, juga diperlukan adanya perangkar
hukum yang betul-betul efektif untuk mewujudkan kereraturan dan
keadilan dalam Sisieén pemdnfadtan'bunib_ér daya ikan.

PENDAHULUAN |

- 1 Latar Belakang Penuhsan

' Sebagaz negara kepu]auan Indonesm mem;l;k: garls
pantai lebih dari 81.000 Km, dan sebagian besar wilayahnya

_ terdiri dari laut. Disepanjang pantai tersebut khususnya di

dalam -jalur yang relatif sempit yaitu yang terbentuk oleh
landasan-landasan kontinen {countinental shelves), dan disekitar
muara banyak memiliki kekayaan biota laut. Tempat seperti
ini merupakan habitat yang sangat viial untuk kehidupan
berbagai jenis ikan,

Lautnya pun betul-betul merupakan temperatur yang nyaman
untuk kehidupan jenis ikan.

Sebagai contoh, di perairan sekitar Kepulavan Natuna
terdapat palung yang sangat dalam dan luas yang di huni
berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Di kawasan
ini Tkan Cakalang secara alami hidup dan berkembang biak,
“Tkan Cakalang yang baru menetas setelah mulai kuat lalu
membentuk keoloni dan mengembara menjelajah keseluruh
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' '-_tersebut kembah k& pera_f

Sﬂj& per tahun

_Ez_f_daya ulk.an ___akan bertambah besar schm a potenm ikan
i betul- -betul:

Dengan adanya Mentéri. Eksploram Laut dan Perikanan.
: .__.{_dalam Kabmet Persatuan Nasmnai d1 awa] Pemermtahaﬁ

dapat d1manfaatkan -sgeara. opnmai untuk
kemakmuran rakyat. ol

Untuk optimalisasi sumber :daya -ikan mémang bukan
hal yang mudah, karena banyak hal yahg'perlu dicermati.
Selain dxhadupkan pada masal h teknoiogi yang masih
ketinggalan juga dlhadapkan pada m S;a}_ah dlsmbusz kewenangan
yang belum mencerminkan Keadilan dan masalah budava
masyarakat nelayan yang masih terbelakane

Wajah kehidupan masyarakat nelayan ixesan pertama
adalah bahwa umumnya mereka masih berada di bawah

.. kemmskinan.:Keadaan ini:tentunya suatu hal yang ironis jika
. kita bandingkan: dengan potensi.iken; yang terkandung di
_,;_:_--_.d_ai_gm?_:;lau_t kawasan. perairan - _Indcnesi_a: vang demikian
- -besarmnya. Ini.adalah. salah satu. fenomena.yang memberi
_ -,_gambaxan lentang: perunya . pembenahan dalam sistern

- pemanfaatan. sumber daya ikan di pantai dan laut Indonesia.

L Badan - Pembinass - Hukum ' Masional,, Penelitian Aspel-aspek Hukum Pemanfaatan Laut
.. resitorial dan ZEE BPHN Dep. Kehakiman, 1987-1988, . .-

t2 2 Kepulauan Natuna lagl'_'
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2 P@Emk Peymasalahan _
Berdasarkan iatar beiakang sepertl terural diatas
. permasaiahan berkisar pada

a.  Bagaimanakah keadaan poten31 sumbbs daya ikan di
pantai dan laut Indones:a 7

'j‘ﬁ.':_:\.Se_;auh manakah kawasan operasmnai kegiatan usaha

B penkanan dan penanfr}\apan ikan bagi - masyarakat_

G galmanakah kOnd181 maten hukum Zyang mengadx;_.
- ‘rambu-rambu bacﬂ ‘kegiatan- pemanfaatan sumber daya
ikan di pantai dan laut Indonesia?.

3. . Metoda -Pendekatan -

Tuhsan ini mengacu pada data kePustakaan berupa,
"peraturan pemndang undangan terkait dan hasil-hasil penelitian
yang'ada relevansmya dengan topik tuilsan yang dipertajam

"dengan survey: langsung ke ‘beberapa’ daerah pesisir, yaitu
di Tangerang, Serang, Tuban, Paiembang, Bancka Belitung,
Bengkalis.

~~Hal yang -akan ‘dibahas sekitar =
@, Kawasan Operas:onal '
b, '”Kewenancan Admmistranf
<. __'Bagl has;I perlkanan
B. PEMBAHASAN
B Kawasan _Cpéfagsi'bhaii
~. Kawasan operasional ‘penangkapan ‘ikan dan tempat
- ‘budi ‘daya ‘ikan bagi masyarakat nelayan Indonesia pada
‘hakekatnya adalah seluruh kawasan pantai dan laut Negara
“ Republik Indonesia. Kewenangan ini bersumber dari kedaulatan
{sovereignity) negara, yaitu kewenangan yang paling penuh

dan paling tinggi dan tidak mengacu pada sumber hukum
lain kecuali pada eksistensi dan hakikat negara.

Mengenai . eksistensi atan kewenangan-kewenangan
masyarakat nelayan Indonesia vang berkaitan dengan kawasan




.':':..o;::erasmpaf penangkapan 11(@.11 dan dermpat’. bud1 daya ;%’zm
v '.seianjutnya dapat dﬂzhaﬁ_dalam i}erbagaa p@ramran perurdanm

. _eréturan Dasar Pokok—pokok Agra.na yang:;'
dalam Pasai 1 nya menent&.kan:bahwa burrn a1r dan ruang" e

. 'keadllan. déiam hal peménfaatan sumbar daya pamal dan':_;-"-
laut Pemenntah RI punya kewenangan untuk _meéngaturnya, _'
sepanjang haI tersebut berada dalam wﬂayah kekuasaannya

"Peraxran 'En : onesza

Dalam Deklarasz }uanda Th 1957 Jo Undang«undang
: No 4. Th.1960 tentang Perairan Indonesia di katakan bahwa
"'--’yang dimaksud ‘dengan’ Wilayah: Repﬁbhk Andonesia adalah
© tidak hanya ierdiri” dari“daratan;; tetapi-juga terdiri dari
: lautan yang menghubungkan pulau-puiau Indonesia, karena
gsegak ulu_ Indonesm dlsebut tanah air Indonesia.

Selanjutnya Undang Undang Mo 6 Th:+1996 tentang

3 ""Peralran Indonesia menentukan ‘bahwa kepulauan Nnsantara

-~ +.merupakan sato kesatuan, sehirigga‘Taut bukanlah pemisah

© tetapi” penghubuﬂg pulau-pulau-'yang - tersebar diseluruh

- Nusantara, “Dalam konsideran undang—undang ter sebui ditegaskan

* bahwa- cierm keutuhan undang-undang tersebut ditegaskan

":bahwa demi - keutuhan wxiayah Negara Indonesia, maka

' semua kepulauan serta laut jang zerletak d;antaranya haruslah
ﬁ""dxang ap sebaam satu kesaman

_ Prmap negara kepuiauan yang telah dmyatakan dalam
. und_ang-undan g tersebut merupakan implementasi dari ketentuan-
ketentuan yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut Th.
1982 vang telah diratifikasi dengan Undang«-undang No. 17
. Th. 1585. S

: Yang-dzmaks'ud--Negara- -‘K_epuiauan menurut pasal 46
.Konvensi Hukom Laut,adalah suatunegarn vang seluruhaya
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‘?au -pulau lainnya. Selanjutnya dalam pasal 49 Eﬁ’onvegsz :

J Zﬂna Ekonoml-ﬂkskiu&f | L e

Hak berdauiat (souvereign nghts) ZEE bukan berarti

' _pemxi;kan (ownership) tetapi cuma “watercolumn”, yaiiu

ha.k ekslumf vntuk menge]oia sumber daya alam, termasuk

'----:-Untuk penangkapan 1kan di kawasan ZEE ini memerlukan

-«-teknologi tinggi, karenanya nelayan Indonesia umumnya
-‘kesulitan untuk: memanfaatkannya

' Suatu Hal 'yang tidak ‘boleh dilupakan dalam rangka
“penggunaan-kewenangan -sehubungan dengan ZEE, adalah
-~ ‘bahwa perlu memperhatikan hak nelayan tradisional (ira-
:.ditional fishingright). Dengan demikian pada saat nelayan
Philipina menangkap ikan di Selat Karimata, walaupun
.+ kawasan. te_rsebu_t_; merupakan ZEE Indonesia tetapi karena
... dilakukan oleh nelayan tradisional dan telah dilakukannya
- dari generasi ke génerasi .maka perbuatan tersebut harnslah
. ditolerir oleh Pemerintah Indonesia. Begitu juga halnya jika
nelayan tradisional dar: WNTT (Nusa Tenggara Timur) yang
secara turum temurun melakukan penangkapan ikannya
- sampai 'dén'gan lautan yang merupakan ZEE nya Australia
o temunya 3uga hams duo]er;r oieh Pembrmta"i Australia,

2o Kewenangan fmmmns‘émﬁf

Berdasarkan UUD 1945 Republik Indonesia adalah
negara kesatuan, kedaulatan adalah satu dan tidak dapat di
bagi-hagi. vaiiu berada di tangan Pemerintah Pusat, Sistem

'm dari satuiatanlebih kepulanan dan dapat mencakup. . .

HLz{Lm Laut dajelaskm bahwa kadhuiatcm mgam %ceptaiaLanj :




Untuk pelaksanaan pemermtahan sampai ke peiosok

... -kotak.- Kéwenangan Pemermtah Daerah terhadap perairan
- (laut} d;_idaerahny:a hanyalah __s_eba_tas hak ,um:uk pengelolaan.
Dengan berdasarkan hak untuk mengelola. wilayah lant di
aaerahnya itulah maka Pemeramah Daerah berbagi
“of '-"kewenaﬁgannya dengan Pemerintah Pusat dalam hal perizinan
~untuk pemanfaatan sumber ‘daya ikan di pantai dan laut.

' ?er;zman AL

. Undang unaang No 9 th 1985 tentang Penkanan dan
Peraturan FPemerintah No 215, .Th. .1990. i:entang Usaha
Perikanan memberikan kewenangan kepada Pemerintah antuk
perizinan dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan di pantai

.. ~dan laut Indonesia. . . ... = '

‘Untuk pemanfaatan wxiayah pantai, Pemerintah diberi

kewenangan untuk perizinan usaha budi daya ikan, penangkapan

" ikan; serta untuk membangun pelabuhan perikanan dalam
rangka pengembangan usaha perikanan.

'+ Untuk pemanfaatan wilayah perairan (laut), Pemerintah
o dibert kewenangan untuk penzman ciaiam hai usaha penangkapan
' 11<an :

Pada saat ini masalah pef_izina’ﬁ pemanfaatan sumber
daya ikan a1 pantai dan laut masih terorientasi pada
kewenangan Pemerintah Pusat, yang dirasakan oleh Daerah

. sebagai sesuatu hal yang tidak adil. ¥arenanya dengan
“diundangkannya Undang-undang No. 22 Th. 1999 tentang
©Pemerintahan Dasrah maka kewenanga'x daerah haruslah

diperlaas,

---_-_;Pemermtahan dan Admm:stmm Negara Pemermtah Pusat o
..--.:_dan Pemenntah Daerah adalah merupaz{an snatu kesatuan,

_ : .Wa}au Wilayah Naswnai Indonesm terbagz bagi menjadi __
' jsatuan satuan pemerintal: admmastratzf tetap1 pada prinsipnya o
'--._perazra §-_(Iaut) kawasan Endonema tldak boleh di kotak-
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anikan Pemerintah.

li_ petani ikan
enguntungkan

__=sébm melzputl ‘usaha
daya 1kan

D1 dalarn IUP usaha penangkapan ikan, jumlah dan
_ 'ukuran kapai perikanan ‘serta jenis alat tangkapan yang
i 'dlgunakan Izin usaha perikanan tersebut berlaku selama
*’perusahaan maszh melakukan usaha per;kanan

."':-:.Surat Penangkapan Ikan i

Bagi kapai perikanan berbender& Indonesia yang digunakan
untuk penangkapan ikan diwajibkan untuk memiliki SPI

- (Surat Penangkapan Ikan). Di dalam SPI tersebut dicantumkan
.. .mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkapan
ikan yang digunakan, . . .. :

... Surat penangkapan ikan berlaku 3 (tiga) tahun dan

.- seterusnya -untuk . setiap :kali  berakhir masa berlakunya

diberikan perpanjangan selama 3 (tiga) tahun oleh pemberi

. izin sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh
- perusahaan perikanan bersangkutan,

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 15 Th.
1990 teniang Usaha Perikanan, Setiap tahun sekali pemberi

“izin meninjau kembali ketetapan mengenai daerah penangkapan

ikan dan atau jenis- alat - penangkap ikan sebagaimana
tercantum, dalam TUP dan, SPI
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-'----.l----?e seu_ajdara Peaggunaan Kapaﬁ Asmg

L £er enggunakan _kapal perikanan |
‘berbendera’ asmg unmk m_e sanakan penangkapan ikan di
ZEE Indonesia; yaitu dengan dzlandasx kerjasama atau sewa - -

' yang dltetapkan Menten

_’Berdasa;kan pasal 9 i“eraturan Menteri No. 15 Th.
-.199 "tentan Usaha Penkanan seuap Perusahaan Perikanan -

lkan, jumlah dan u!

-,(PPKA) yang berlak _ selama 3 (tlga) Eahun

Dalam PPKA _dicantumkan koordma& daerah penangkapan
ran kapal seria }ems alat perlengkapan
yang dzgunakan Kapal berbendera asmg tersebut wajib
dllengkapz dengan Surat Izm Penangkapan Tkan (SIPI).
“Surat izin- penanwkapan 1kan mx berlaku selama 1 {satu)
tahun dan setiap kali masa berlakunya berakhir, dapat

dlperbahaml untuk Jangka wakm I (satu) tahun,

b _;Kewenangam Pemermtah Daemh Tk I

- Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 15 Th.
1990- tentang Usaha Perikanan, ‘Gubérnur - Kepaia Daerah

= TR ‘punya kewenangam untuk =

‘a. " Memberikan TUP (Izm Usaha Perikanan) dan SPI
(Surat Penanakapan Ikan) Kepada Perusahaan Perikanan
¢ yang melakukan penangkapan ikan-yang berdomisili di

“wilayah admmlstrasmya ‘yang-“menggunakan kapal
+ perikanan “tidak: bermotor, ‘kapal ‘perikanan bermortor

- -luaf, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran

- tidak lebih dari. 30 GT dan. atan yang mesinnya
berkeknatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan
berpangkalan di wilayah admmzstrasmya serta tidak

- menggunakan: modal dan ataw tenaga asing.

b, Memberikan IUP (Izin" Usaha "Perikanan) kepada
- Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan
“ikan di air-tawar, 'diaiccpayan dan-laut yang tidak

menggunakan-medal-asing-dan-ataw-tenaga asing
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Mengenai tata cara peraberian IUP-dan 5Pl sebagaimana
tersebut diatas diatur oleh Gubernur Kepala Daerah TEL I

o : dengan E}arp doman kepada tata cara pembezman izin usaha
) perzkanan yang. d:atur oieh memem

_ E{ewenangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pasaE 11 P@raturan P&menntah No 15 ’Eh ':'f:{:

= ?--1990 tenmng Usa,ha _}?enic:aﬂan Me ptan ?ejabat yang"-

_‘1ebm da:z 90 Day:

b Budx daya 1kan dengan menggunakan modal asing dan

- atau tenaga asmg

‘Kewenangan Badan® Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan pasai} 1 Petaturan Pemierintah Nomor 15
Th. 1 990 tentang Usaha Perikanan, BKPM (Badan Koordinasi

Penanaman Modal): punya kewenangan untuk memberikan

IUP kepada perusahaan perikanan yang penanaman modalnya
dilakukan dalam rangka Undang-undang No. 1 Th. 1970
i_antang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 11 Th. 1970 dan dalam

" rangka Undang-undang.No. 6:Th. 1968 tentang Penanaman
.Modal Asing sebagaimana:telah diubah dengan Undang-

- -undang No, 12°Th. 1970 sebagaimana dimaksud dalam ayat
-(1) dihmpahkan oleh ‘mentert kspada Ketua BKPM.

?unguian ?enkanan

Purigutan perikanan dikenakan kepada perusahaan

-perikanan atas ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan.

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1950
tentang Usaha Perikanan, pungutan perikanan adalah sebagai

k3 b § 4
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., m"dzbudidayakanﬁ o
Ve ?ungumn bagn

g Penmbangan pendapatan Pu"

_ setengah perseratus) dan harga jual seiumh hasil 1kan
' yang dztangkap : . .

i b Untuk keglatan p&mbudidayaan z}can sevesar | % (satu

elumh hasil . ikan yang

_ "-penkanan yang menggunakan--"kapai perikanan berbendera

4._asmg antuk menangkap ikan di’ ZEE Indonesia dztetapkan _

+ 7 olehs Menten dengan persemjuan Mentera Keuangan dan

L digunakan khusas untuk memblayax p@mbangunan perikanan -
'_nasmnal - : s :

dan’ Daerah

n_?emermtah No. 15 Th.

| Berdasarkan pasal 22 Pera

1990, terhadap punguzan perlk an. _yang izin usahanya
~diberikan oleh” Menteri ‘atau. at
: -”:merupakan pendapatan Pemermtah?usat dan dxa!olfamkan

abat 'yang ditunjuknya,

_ _'a. Sebesar 70 % (tujuh puiuh perserams) untuk Pemerintah
e Py sat dan d;gunakan ‘khusus - untuk memblayai

pembangunan penkanan nas;onai

“oonby ooSebesar ;30 % ¢ (tlga pu]uh perseratus) merupakan

LY pendapatan Iangsung Pemenntah Daerah yang bersangkutan
dan digunakan uniuk membxaya; pembangunan perikanan
_ daerah

..-.“Jaiur Penangkapan Ikan ;

Berdasarkan pasal 2 Keputu's"ézi Menteri Pertanian No.

+:392/KPTS/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan,

Wilayah Perikanan RI dibagi menjadi 3 (uga) jalur penangkapan

. _lkan yang. terdm dari

a. Jalur Penangkapan Ikan I
b, Jalur Penangkapan Ikan _H;

-;.;-.-Umuk kagiatam penangmpan ucan sebesar 2,5 % (dua’ -

3 . iran " 5,
REtiion gt Bt SE LR E e R
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o Selaﬁjumya Kepumsan Mentem Peﬁmnan tersebul mengar
J aiur ?enang&ca@an Tkan E

Mehputz perazran pantax diﬁk!h dari permukaan air Iaut
@ada surut'yang terendah) pada setmp pu}au sampa; 6 (enam)
_ mil laut ke arah lamt, .
..__-.-:;Jalur penangkapan niqan I terdiri; dan

. a ?eraxran pantm yang dmkur dari ?emmkaan air hlui .
e Surut yang terandah__j_ sampaz dengan 3 (tlga) mil iaut

i ania di luér 3 (t1ga) mﬂ 1aui sarnpaz dengan '_
6 (enam) mxI lau' : -

puiin Untuk peralran pantai yang dmkur dari permukaan air
R ,_:-laut pada surut:yang terendah sampaa dengan 3 (tiga) mil
< dant: hanya dibolehkan bagi i

a. Alat penangkapan ikan yang menetap

b.. . Alat. penangkapan ikan t1dak Jmenetap. yang tidak -
dlmodzﬁkasz

.."c'::'.'f Kapai penkanan tanpa motor denga;n ukuran panjang
' keselumhan t1dak iebl}i dari 10 M. A
o Untuk peralran pantal di Iuar 3 (tlga) mﬂ faut sampai
:g'dengan 6 (endm) mzl Iaut hanya dlbolehkan bagi :
| Aiat penangkap 1kan t;dak menetap yang dimodlﬁkam
b. Kapal .perikanan:: e s
1) - ‘Untuk yang tanpa motor dan atau bermotor tempel

i dengan ukuran panjang keselumhan tidak lebih
dari T0°M.

2)  Untuk yang bermotor tempel denaan ukuran panjang
keseluruhan maksimal 12 M/ atau berukuyfan maksimal
e G ¥
o3y Untuke pukat cincin (pursse seme) berukman panjang
o vmaksimal (150 M. - -
4) Jaring insang hanyut (dr:ft gill net) ukm‘an panjang
maksimal 1000 M. T

Setiap kapal ‘perikanan yang beroperasi di jalur

penargkapsr o T-wijiy - dibed randa pengenatjalur

[
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' ":_iﬁengzm mengecat msmmal “1/4 (seperampat} lambuﬁg kin- T

dan kanan :

A _:__:_Dengan warna putlh bagl icapal pankzman vang beroperas;_.. '
L .. di perairan sampaz dengan 3 (tzga) mil laut dinkur dari -

_permuk an air. iaui pada sarat yang terendah.

-

i perairan pantaz -di“luar’
o '(enam) mzl G

enangkapan Ikan W

R 'M hput___.perairan di jalur penangkapan ikan I sampai
"'__::ciengan 12 (dua belas) mxi iaut ke arah laut.

..Untuk Jaiur penangkapan zkan II d:bolehkan bagi :

B ;__-Kapa!_:_.pfe,rfkanan bermotor dalam berukuran maksimal
60 GT. -
TR .-Kapa! perlkanan dengan menggunakan alat penangkapan
5“;_1}...3“ : SRR i
1) Pukat ciﬁc’in (purse ‘seine) berukuran panjang
-maksimal . 600 M dengan cara pengoperasian
-menggunakan 1 (satu) kapal (tunggal) yang bukan
* . grup. atau maksimal 1000 M dengan cara
©.w pengoperasian menggunakan 2 (dua) kapal (ganda)
. yang bukan grup.

2y Tuna long ime (panf‘mg tuna) maksimal 1200

~-buzh mata pancing.

3 J’arma “ins.éang. haﬁyut'(dﬁftigili net), berukuran

T pzmjang makszmal 2500 M

Setaap kapai perlkanan yang beroperas: di jalur
Penangkapan Ikan II, wajib diberi tanda pengenal jalur

dengan mencat minimal 1/4 (seppmmyai} Iambung kiri dan
e kanaﬁ dengan warna oranye

Jalur ?enmgg{apm@ ikan EEE L

. Meliputi perairan di jalur penamg%apan ikan iI sampai
wodengan: batas terlnar PHEC '

(tzga) mﬂ Iaut sampai 6_ '

bl Dengan wama mera_h bagl kapal penkaﬁan yang beroperasi o
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~oodeiur-Penangkapan Ihan dan Peruntukannya.

Jalur Penangkapan Tkan I terdivi dari :

.a.’

Perairan Indonesia dibolehkan bagi kapal perikanan
‘berbendera Iﬁdmesra berukiiran maksimal 200 GT
'-_E{emah yang digunzﬂcaz’z ‘alat penangkap ikan Purse
- Seine Pelegio sbesar i -Teluk Tomini, Laut Malnky,
© Laut Serarp Laat Banda, Laut Flores besar dan {_aur

Sewn dﬁarang antuk semua ukuran.

~Ferairan ZEE: Selat: Malaka -dibolehkan bagi kapal
y _'penkanan berbendera Indonesla berukuran maksimal
’?GO G, E«:ecr..a‘.ix yaw menggunakan alat penangiap
ikan dengan Pukat Ikan (Fzsh MNet) m;mmai berukuran
C60:GT. i '

Perairan ZEE di luar ZEE Seiat Malaka dibolehkan
bagi :

1) Kapalperikanan berbendera Indonesia dan berbendera

asing berukuran maksimal 350 GT bagi semua
alat penangkap ikan.

: 2) Kapal perikanan berukuran ‘di atas 350 GT-800

- GT yang menggunakan alat penangkap ikan purse
seine, hanyaboleh beroperasi di luar 100 (seratus)
mil laut dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

3) Kapal perikanan dengan alat penangkap ikan
purse - seine dengan ‘sistemn group hanya boleh
beroperasi-di luar 100 (seratus) mil laut dari garis
pangkal Kepuiauan Indonesia.

Kapal perikanan berbendera asing boleh operasi di

jalur penangkapan ikan III, sepanjang dimungkinkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Setiap kapal perikanan yang beroperasi di jalur

penangkapan ikan 1T, wajib diberi tanda pengenal jalur
dengan mengecat minimal 1/4 (seperempat) lambung kiri
dan kanan dengan warna kuning.

Berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Pertanian MNo.

QK PTEAK 120/4/90 tentang Ialopialur Penanskopan. fkan
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'.-..'-:j;--:_-bahwa untuk kapal penkanan bermotoz ‘yang- meiakukam

kegiatan peneht;an survey;: ekspiorasx dan Iat:han penangkapan _
.__zkan dakccuahkan dan ketentuan ketantuan jaiurwJaIur o

i pasai 9 Keputusan Menten Pertaman No _
'392/KPTS/IK 120/4/99 _}uga menei tukan bahwa :

3_. : -.Semua kapal perzkanan dan__ aiat penangkap ikan yang N

- d:perbolehkan beroperas: di luar Ja}ur Denangkapan'_...
' kan g sebaga;mana dimaksud dalam pasal 3 ayat @y -

boleh d;operas;onalkan pada jalur penangkapan': L

i -ikan I dén III sebagaimana dlmaksud dalam pasal 2

_L_-huruf b dan c

bSemua kapal perikanan dan alat: penangkap ikan yang.
3--.boleh beroperasx pada “jalur ¢ penangkapan tkan I
b boieh d;operastkan pada jalur pe.n.ahr.r.i(.apan ikan II__
:5_3dan 11 sebagaxmana dlmaksud dalam pasal 2 huruf b

- dan_c.

c. Semua kapal penkanan dan alat penangkapam ikan
~ yang diperbolehkan beroperasi pada jalur penangkapan
'”_xkan jig sebagmmana dimaksud dalam _pasal 2 huruf b,
"' “diperbolehkan béroperasi pada jalur penangkapan ikan

I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

d.  Semua kupal perikanan dan alat penangkap ikan yang
- -diperbolehkan beroperasi-pada jalur penangkapan ikan
I sebagaimana dimaksud ‘dalam pasal 2 huruf c,
-~ dilarang ‘beroperasi pada jalur penangkapan ikan I dan
-l sebagairnana dimaksnd dalam pasal 2 huruf a dan

Selanjutnya berdasafﬁcan”pa'sal 11 Keputusan Menteri
2 -'VPertaman No."392/KPTS/IK.120/4/99 juga menentukan bahwa:

e Seuap kapal penkanan yang melakukan pelanggaran
_ 'terhadap ketenfuan Jalur pen,—.ngkapan 1kan ketentuan kapal
' pemkanan keLentuan alat panangkapan ikan dapat dikenakan
pencabutan SPI atau SIPI atan TUP dan atau ptdzma denda
© sebanyvak-banvaknva Bo. 25.000.000.- (dua ouluh lima juia
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i rupiah) sesuai dengan pasai 27: ‘{}ndang undang No 9 'E_“’%l
985 temang; per;kanan T :

_ Seianjuﬁya mmgenaz besamya pajak daerah atas izin

' -penangkapan ikan seuap daerah mengaturnya denaan peraturan

“"Daerah’ masmg-rnasmg Bmsanya dxsesua&kan deiagan jenis
: 'peraiatan yang dzgunakan '

asﬂ ?emkaﬂan Se

.'-‘Masalah keadﬂan dalam hal pemanfaa-.un sumber daya '
ikan di’ paniaz dan Taut- adaiah merupakan hal penting,
"“karenanya ‘masalah’ i:aag: hasxlpun menjadl bahan analisis -
yang menarik untuk dibahas. Banyak pihak yang berkepentingan
#t dengan besar kecilnya hasil perikanan, dan apabila tidak ada
aturan“yang adil ada kecenderungan justeru mereka yang
-+ ‘betul-betul kerja keras dan langsung menggeluti kegiatan
- " tersebut hanya mendapatkan hasil atau bagian kecil saja dari
hasi] keringatnya. Pembagian hasil sesuai déngan medal dan
jerih payah adalah marupakan cermin dari terwujudnya

i ..Leadxian £330 I Sl TR B

i - Menﬁﬁ:i‘ial getentuan bagi hasﬂ perikanan int ada diatur
\d; daiam ;geraturan pemndanar-undangan dan juga dalam
___adat kebiasaan.

a. . :Pﬁraiuraﬁ::?emm_;ia_ng-ua.dangan

- Untok mengamr bagi -hasil di bidang perikanan
-ini telah ada Undang-undang No. 16 Th. 1964 tentang
- Bagi Hasil, tetapi undang-undang tersebut dianggap
© sudah -tidak -sesnai lagi. dengan keadaan sekarang.
Sebagai bahan komperatif ada baiknya materi undang-
_undang ini kxta bahas, '

Undang-undang Mo. 16 Th. 1964 mengatur (entang

_ per;anpan bagi hasil dalam hal usaha penangkapan

B 'dan pemehharaaa 1kan, antara ne!ayan pemilik dengan

nelayan penggarap dan antara ne!ayan pemilik tambak
dengan penggarap tambak

Yang meneatir baei hasil adalah sebagal berikut :




: J’zka :“d:iperguﬁﬁzc;ﬁ kapal motor, minimal 40
-% (empat puluh perseratus) dari has:f bersih.

Mengenax hasﬂ ‘ikan liar, minimal 60 %
:""(enai‘ﬁ puluh perserams) dari hasil kotor.

"(hhat pasal 3 (z) UU No 16 Th. 1964)

Pembaglan antar nelayan :
_ Pembagzan hasil -antara para nelayan penggarap
dan ‘bagian yang ‘mereka Tterima menunit ketentuan
v undang-undang ini diatur oleh mereka sendiri, dengan
-+ +diawasi.oleh:Pemerintah Daerah Tk, I bersangkutan
- untuk mbnghmdan teijadmya pemerasan, dengan ketentuan
5 bahwa perbandmgan antara bagxan vang terbanyak dan
_ : 'yang paimg_‘ edlkxt tzdak boleh kurang dari 3 (tiga)
_lawan 1 (satu)"' —

. (ihat pasal 3 (2) UU-No. 16 Th. 1962)

Hal-hal yang mempakan beban bersama :
-1-1} ?er:kanan Lauz

él)_zm Bebambeban yang menjach tanggungan bersama
~nelayan pemilik dan_pihak nelayan yang
garap berupa; ongkos lefang, wang rokok/
Jjajan, dan biaya peibekalan untuk para nelayan
penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah

lant (selamatan bersama) serta iuran-inran
“yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tk.

iI bersangkutan- untuk koperasi dan

- pembangunan peralw/kapal, dana kesejahteraan,

cogana. kematian. dan.lain laingsa:




b)  Beban-beban yang menjadi tanggungan nelavyan
.. pemilik, ongkos pemeliharaan dan perbaikan
e p@rghu/ kapal serta alat-alat lain yang digunalkan,

penyusiutan | dan biaya eksploitasi usaha
penang}(apan serta untuk pembelian solar
minyak;' es dan iam ‘sebagainya.

oy Penkanan Darat

a) _Bahan—bahan yang menjadx tanggunﬂaﬂ bersama

o vdar s permhk tambak dan penggarap tambyk; B

““uang pembelian™ ‘benih ikan, pemeliharaan,”
~ biaya pengedukan saluran (caren), biaya-

...~ -brayan untuk pemupukan tambak dan perawatan
'_“,pada pmtu air serta saluran, yang mengairi
'tambak yang dmsahakan i,

)} dean bahan yang menjad; tanggungan pemilik

" taimibak: penyedlaan tambak dengan pintu air

dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan,

' ..-b:aya untuk:. memperbaiki dan menggant

pintn:air yang tidak dapat dipakai lagi, serta
...pembayaran : pajak -tanah bersangkutan.

o) "-Bahéh"'bahéﬁ“tyar’ig méﬁjadi tanggungan
W _penggarap tambak; biaya untuk penyelenggaraan
 pekerjaan sehan—han yang berbubungan dengan
pemeliharaan jkan di dalam tambak, dan

" penangkapannya pada waktu panen,

» Pada dasarnya undang-undang tersebut tidak menutup
kemungkinan perbedaan bagian, asal bagian yang
diterima neiayan penggarap atau penggarap tambak
tidak }eb;h kecai aari yang difentukan undang-
n "undang :
”_(hhat pasai 5 (1) dan (2) UU No. 16 Th. 1964)

b, Adat Kebaasaan

~Sistim bagi has;l yvang berlaku di berbagai daerah di
I{;dm}ema dipengaiuhi oleh beberapa faktor seperti; jenis
alat, tenaga, keahlian, Tiap jenis alat (perahu, mesin,
petromol-iala..dan..jenis. peralatan-Jlainnya).begite - juga
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halnya dengan. aeuaga dan. ﬁeahhan ‘mempunyai kKetentwan . -

| ':_beiakangl oieh pem:kzran bahwu masmmmasmg fakior
ieihadap ke ntungzm yang d}peroleh o

e Dalam } awzatan usaha penkauar‘ dan penangkapan xkzm '
;baman seseoranc’ dalam hal.: bagi ‘hasil tergantung pada. .
. faktor apa sajakah yang dxbarikannya ‘Mungkin hanya satu .
g ] f'aktdr saja (tenaga) _mungkin fumulatif (tenaga ditambah

) E«:eahhan an peral atan)_. Sehingga mungkzn saja seseorang

“yang d;masukka "'aaiam kegzatan saat mz adalah kumulatif, e

el Hasﬁ ‘analisis menunjukkan bahwa adat keblasaan:
.' _berkenaan de“gan sistem:bagi. hasil’ Derikanan laut seperti
-ifu_telah berakar pada kehidupan nelayan, sehingga kaidah- -

kaidah baru yang tidak ada kesesuaian:tentunya tidak akan
_dapat atau sulit. uniuk menggantikannya.®

“: Dengan ‘demikian hal yang  melandasi rasa keadilan *
dalam hal “bagi ‘hasil pada kegiatan pemanfaatan swmber
.. daya -ikan _mé}nur&t_ ._adat_-:-_-_keb_iasaan masyarakat, adalah
- -bahwa bagian masinngasingi:érganmng kepada besar kecilnya
andil yang diberikan kepada kegiatan. tersebut.

€. KESIMPULAN DAN SARAN
i. Kesimpulan

a. Paniai dan laut kawasan Indonesia mempunyai potensi
perikanan yang sangat besar, fetapi potensi tersebut
belum dimanfaatkan secara optimal.

b. Kawasan operasional usaha perikanan dan penangkapan
ikan di pantai dan laut Indonesia adalah identik dengan
sejashmana Kedaulatan RI, Peraturan Perundang-undangan
dan perjanjian Internasional memberi peluang dan
mentolerirnya,

2. Badan Pembinaan Hukem Masional, Analisis den Evaluast Hukum Undang-urdang No. 16
Th. 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, BPHN Dep, Hukum dan Perundang-undangan 1999-
2000, hal 47,
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| “bagian tersendiri; cialam hal bagz hasu ‘Hal tersebut difatar

E nelayan dapat bagian lebih besar dari 1amnya Larena faktor.'fi"'-' S




Materi hukum' ydng mengatur pemanfaatan sumber
‘daya ikan di yantaﬁ dan laut - Indonesia belum sesuai
‘dmgan ;s;@%:aumnaﬂ masyam%’ai karend:

- "‘baiu"n mampn mew udxqan sistern mana ernen
_ P ] }
Fiyang: efekuf dan efisien dalam sistem pengelolaan
= 'pemanf'aaaan Sumaar daya ikan; '

) - _.: be}um mampiy mmmptakan rase keadz}an dikalangan
L :mﬁsyara}cat khususnya masyarakat nelayan,

é;“ . Untuk rambu rambu nukum bag; pemanfaatan sumber

- wod daya ikan di pantai dan laut seluruh Indonesia selain

diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuaj

“dengan “kebutuhan; ‘juga perlu dlperh&ukan norma-
norma masyarakai setempat

b, Ofonomi luas” bagi ‘daerah pé.rlu diimplementasikan
dalam kewenangan daerah untuk mengatur pemanfaatan
“-sumber daya ikan di daerahnya..
¢. -Pengawasan-‘perairan Indonesia ‘perlu  diintensifkan
agar t;dak terjadi pencurlan ikan - oleh “kapal-kapal
rasing. -
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Eaéan Pembmaan Hukum Nasional., Penahtmn Aspek-aspek Hukum
.Pemanraatan Lauz Ter ztorm} d&n ZEE BPHN Dep. Kehaklman 3
Th. 1987/1988. o

.n' 'Pembinaan Hukum Nastonai Perencanaan Hulum. Daiam_

‘BPHN: Dep'. Hukum_dan Pemndang~undangan RILTh:1999-2000.

-’dan Evaluam Hukum.};'

BPHN Dep Hukurﬁ dan Pemndangun& an gan RI Th 1999 ZDGO :

'lnietm Ekonoml Perxkanan No 1 Pengamh Hukum Adat Terhadap-
. Bagi I—Iasxi Per:kanan Studl Kasus dr Muara Aﬂgke Jakarta Utara
ISSN 0954——5804 Th 1993, L NI

-Soepomo -Bab- bab Tentang Hukum Adat, ?radnya Paramita, Jakarta,
o Th, 1977, : "

"KUMEN PERAT{JRAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang~undang Nomor }6 “Th. 1964 Tentang Bag1 Hasxl Penkanan

Undang—undang Nomor 5 Th 1983 Tentang Zone Ekonomx Eksklusif
Indonesia.

Undano-undang Nomor 9 Th 1985 Tentang Perlkanan
Undang-undang Nomor 25 Th, 1992 Tentang ‘Koperasi
Undang-Undang Nomor 9 Th. 1995 Tentang Usaha Kecﬂ
Undang undancr Nomor 72 Th 1999 Tentang Pemenntah Daerah

'Rangka Penataan Pembangunan Pesmr dan Laut Propmsx Riau,






